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ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan
Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Nama : Guntur Irfandy Sinaga

Nomor Pokok : 02081001183

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Wajib Pajak, Tindak Pidana, Penggelapan
Pajak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat (2) sebagai dasar
hukum pemungutan pajak oleh negara. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk
undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah
disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai
pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk
mematuhinya dan apabila ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan
sanksi. Aspek pidana terkait permasalahan tindak pidana penggelapan pajak
terkandung dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, terwujud dalam Pasal 38 sampai
dengan Pasal 39 yang intinya menjelasakan perbuatan-perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah tindak
pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, maka terdapat
dua permasalahan yaitu: Bagaimanakah pertanggungjawban pidana terhadap wajib
pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak dan Bagaimanakah sanksi
pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak.
Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian
pendekatan yuridis normaltif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan
berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa perbuatan
yang tergolong dalam tindak pidana penggelapan pajak yang masing-masing
perbuatan tersebut memiliki unsur serta tingkat sanksi dan pertanggungjawaban
yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku maupun dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lain
dalam kehidupannya. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dalam kelompok yang
paling kecilpun yang membuktikan hal tersebut adalah bahwa manusia hidup dan
berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam
keluarga, setiap manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri
maupun keluarga. Dalam lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama dalam
masyarakat dimana untuk tataran yang begitu besar terwujud dalam wadah suatu
negara.'

Setiap masyarakat, di mana ada hubungan antara manusia dengan manusia,
selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak
dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa
kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Ilal ini tidak saja berlaku dalam
hukum publik. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh
penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian

kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam meningkatkan

kesejahteraan umum.?

'Y Sn Pudyatmoko, Pengantar Hukum Palak ANDI Yo" 'dkarta 2006, him. l
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Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang
menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak
olch negara. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak
bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil
rakyat. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena
pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya dan apabila ia (rakyat)
tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.?

Masalah tindak pidana penggelapan pajak merupakan hal penting khususnya
dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) yang harus dilaksanakan agar
ketentuan undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana heslinya terlebih dalam
memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. Penegakan
hukum atas peristiwa tindak pidana penggelapan pajak tentu mempunyai implikasi
luas yang pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan negara yang menjadi tugas
pemerintah guna kepentingan bersama.*

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban
dengan cara penyelundupan (tax evasion) terhadap perbuatan tidak menyetorkan
pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara

suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data tidak benar

i H.Bohari. Op.Cir. him 33,
Wirawan B. llyas, Richard Burton. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2007, him. 109.




(keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-
undang dalam bentuk tindak pidana.

Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan. Tata Cara
Perpajakan tidak menyatakan secara tegas mengenai tindak pidana penggelapan
pajak. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No.28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja
tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.”

Tindak pidana penggelapan dirumuskan dalam Pasal 372 sampai 377 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya dapat dijelaskan bahwa
“Penggelapan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan dengan melawan
hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang
berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan,

dengan pidana sclama-lamanya empat tahun atau denda scbesar-besarnya Sembilan

ratus rupiah.”



Dalam hal ini apabila ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i yang terdapat
didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 372 KUIP , dapat diartikan bahwa Pasal 39
ayat (1) huruf i termasuk tindak pidana penggelapan pajak.

Salah satu kasus yang terjadi dan menyebabkan kerugian keuangan negara
adalah kasus Penggelapan Pajak PT. AAG. Mahkamah Agung (MA) menghukum
perusahaan papan atas kelapa sawit AAG tersebut untuk membayar denda kepada
negara sebesar Rp 2,5 Triliun. Dalam perkara ini Mahkamah Agung juga menghukum
pidana percobaan terhadap Tax Manager PT AAG yang berinisial SL. Dimana dalam
hal ini SL tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sebagaimana yang dimaksud
pada Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Ridwan Mansyur selaku Kepala Biro Hukum dan Humas
Mahkamah Agung (MA) mengatakan kepada wartawan pada tanggal 28 Desember
2012 bahwa terdakwa SL dihukum selama 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun
dengan syarat khusus agar perusahaan tersebut yang tergabung dalam PT. AAG untuk

membayar pajak sejumlah 2 x pajak terutang sebanyak Rp 1.259.977.695.652 = Rp
2.519.955.391.304,”

5 hip//mews.detik.com/read/2012/1 2/28/094058/2128520/10/ma-vonis-kasus-penvoelanan-

;lazjgl;-?;ifs-agri-bayar-rp-z5-t-ke-negara. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 Jam



-

Sebelumnya, SL didakwa menggelapakan pajak perusahaannya sebesar
Rp 125 Triliun selama periode 2002-2005. Terdakwa dianggap melakukan
manipulasi dalam mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) atas PT.AAG,
perusahaan yang didirikan oleh konglomerat ST. Namun, di tingkat Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi, dia divonis bebas. Menurut ketua majelis hakim
Djoko Sarwoko, “bahwa hakim di pengadilan menerapkan hukum yang keliru atas
kasus tersebut. Hakim hanya melihatnya dari kasus administrasi, padahal data yang
diberikan PT.AAG tersebut tidak sesuai dengan data di Direktoral Pajak, sehingga
menimbulkan kerugian negara.”®

Kasus ini bermula ketika seorang saksi yang berinisial VAS sebagai saksi
mahkota dalam kasus penggelapan pajak PT.AAG memberikan kesaksian di
persidangan terkait kasus penggelapan pajak yang terjadi pada PT.AAG. VAS yang
pernah menjabat sebagai financial controller PT.AAG ini memberikan kesaksian
untuk terdakwa SL, yang sebelumnya menjabat sebagai tax manager PT.AAG. Dalam
persidangan tersebut VAS mengungkapkan bagaimana cara PT.AAG merekayasa
pembayaran pajak. Antara lain dengan mengurangi pendapatan dan menaikkan
pembiayaan, kata VAS. Selain itu VAS juga mengungkapkan PT.AAG mempunyai
tax meeting planning untuk mempersiapkan berapa besar pajak yang akan dibayar

oleh perusahaan. Menurut VAS, pengisian SPT dilakukan di kantor pusat PT.AAG

6
hitp://www.lempo.co/read/news/2012/12/28/063450840/Alasan-M A -Voni i i
Uy po SR2012/1272 34! sAlasan-MA-Vonis-Asian-Agri-
Bersalah. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 Jam 16:25 WIB. e



di Jakarta, kemudian ditandatangani oleh direktur yang berwenang, lalu diserahkan ke
kantor-kantor PT.AAG di daerah untuk diserahkan ke kantor pajak di daerah.’

Menurut ketua majelis hakim Djoko Sarwoko dan hakim anggota Prof.
Komariah E Sapardjaja serta Sri Murwahyuni, putusan ini termasuk sebagai perkara
tindak pidana penggelapan pajak yang diputuskan sebagai corporate liability
(pertanggungjawaban kolektif) yaitu fucarious liability (perusahaan bertanggung
jawab atas perbuatan pidana karyawannya). Kasus tindak pidana penggelapan pajak
tersebut diputus pada tanggal 18 Desember 2012 dengan nomor perkara
2239.K/PID.SUS/2012.

Secara umum penggelapan pajak (fax evasion) adalah tindak pidana karena
merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek pajak untuk memperoleh
penghematan pajak secara melawan hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan
sebagai virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku hampir
disetiap yurisdiksi.® Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara
langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap berbagai hal, misalnya saja
keuangan negara yang berakhir pada permasalahan ekonomi dalam suatu negara.9

Sclf Asscssment system merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang. Adapun ciri-ciri dalam sistem adalah bahwa wewenang untuk

7http://www.tempo.co/read/news/ZO 11/04/28/087330638/Vincent-Ungkap-Modus-
Penggelapan-Pajak-Asian-Agri. Diakses Pada Iari Rahu Tanggal 20 Februari 2012 Jam 16:25 WIR.
. http://www.susnoduadji.com/tulisan-susno/penggeIapan-pajak-kejahatan-asal-praktik-
pencucian-uang Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 26 Februari 2013 Jam 21:10 WIB
°Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cir, him.195.
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menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif,
mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan
fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pada sistem self assessment ini
umumnya diterapkan pada jenis pajak di mana wajib pajak dipandang cukup mampu
untuk diserahi tanggung jawab dalam menghitung dan menetapkan utang pajaknya
sendiri.®

Sistem self assessment mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan
wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib
pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah menghitung, memperhitungkan,
melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat
dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap,
dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun
surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung,
memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang.II

Melalui pemberlakuan sistem self assessment dalam sistem perpajakan di
Indonesia, perundang-undangan perpajakan yang baru memberikan dua fasilitas
utama, walaupun bersifat abstrak yang memang tidak mudah untuk dipahami dan
dirasakan, meskipun nilainya sangat tinggi. Kedua fasilitas yang dimaksudkan
tersebut adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dan pemberian tempat yang terhormat

1 bid, him. 80.

1 .
Muhammad Djafar Saidi, Pembah Hukum Paqj. aje :
2007, him. 144, d embaharuan Hu Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta,



sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang
melaksanakan kewajiban pajaknya.|2

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan pentingnya kajian mengenai
tindak pidana penggelapan pajak, maka dilakukanlah penelitian yané akan dituangkan
dalam  skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PENGGELAPAN PAJAK?”

B. Rumusan Permasalahan
Upaya untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang terdapat dalam uraian
latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang akan dibahas
dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap wajib pajak yang
melakukan tindak pidana penggelapan pajak ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak

pidana penggelapan pajak ?

12 . s s
Amin Widjaja Tunggal, Pelaks j ]
1aj geal, Pelaksanaan  Pajak  Penghasilan  Perseorangan. Rinek
“ ~~— - ~ ~ e ) * ‘n
Cipta,Jakarta, 1995, him. 44. gon. Rincka



C. Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap wajib
pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak.
2. Mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap wajib pajak yang

melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara
teoritis maupun secara praktis.
1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap
perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para
akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan, terutama
pengetahuan tentang tindak pidana penggelapan pajak, serta berguna sebagai bahan
tambahan atau rujukan untuk penelitian dan bahan tambahan literatur dalam proses
belajar mengajar.
2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi sub-sistem peradilan pidana di
Indonesia khususnya peradilan pajak dan para pakar hukum dalam membuat suatu

penegakan hukum demi perkembangan hukum nasional, serta berguna bagi
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masyarakat umum dan praktisi hukum dalam memahami serta sebagai informasi

tentang persoalan tindak pidana penggelapan pajak.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini, ruang lingkup pembahasannya dibatasi hanya mengacu
pada pembahasan mengenai tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh
wajib pajak dengan meneliti lebih lanjut tentang sanksi dan pertanggungjawaban
pidana wajib pajak terhadap tindak pidana penggelapan pajak. Dimana pembatasan
tersebut dilakukan untuk menghindari meluasnya pembahasan yang tidak sesuai

dengan tujuan awal pada penulisan skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Pengenaan pajak secara teratur dan permanen sudah dilakukan sejak jaman
kolonial, akan tetapi perlu juga diingat bahwa ketika wilayah nusantara masih terdiri
dari kerajaan-kerajaan pun sudah ada pungutan semacam pajak. Pengenaan pajak
secara sistematis dan permanen dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah.
Seperti contingenten dan verplichte Leverantieen yang lebih dikenal dengan nama
Tanam Paksa, yang menimbulkan perang Jawa pada tahun 1825-1830. Oleh

Gubernur Jendral‘ Ralffles, pajak atas tanah tersebut disebut Landrent yang arti

sebenarnya adalah “sewa tanah”.'”

Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit. him. 91.
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Lahirnya Undang-Undang Pajak Nasional merupakan salah satu faktor yang
mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang,
sehingga kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara. Undang-Undang
Pajak Nasional sekarang berlaku, bukanlah termasuk perubahan atas asas-asasnya,
tetapi hanya merupakan penyempurnaan pajak yang ada dan disesuaikan dengan
keadaan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat
wajib pajak. Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945
yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan
Undang-undang. '

Dalam salah satu jenis teori pemungutan pajak, teori yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini adalah Teori Gaya Pikul. Dimana dasar teori ini adalah asas
keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang
harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya
penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Kekuatan (gaya pikul) untuk
membayar pajak bam dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi.
Kebtuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang, karena jika
telah terpenuhi barulah pembayaran pajak dilakukan.'?

Tindak pidana secara harafiah merupakan terjemahan bahasa Belanda, dengan
istilah “strafbaar feir”, dapat diterjemahkan sebagai suatu yang dapat dihukum,

dimana perkataan “feir” di dalam bahas Belanda berarti “sebagai dari suatu

:: Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit, him. 137.
Wirawan. B. llyas dan Richard Burton, Op.Cit, him. 16.
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kenyataan” sedangkan strabaar feit berarti dapat dihukum.'® Mengenai defenisi
tindak pidana dapat diketahui dari beberapa pendapat ahli hukum seperti Van Hamel,
“strabaar feit” adalah kelakuan orang, yang patut dipidana (strafwaarding) dan

dilakukan dengan kesalahan.'?

Dalam Undang-undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud
dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (delicf) adalah suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar
berkaitan dengan Undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak
dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk yang diatur dalam Undang-
undang Pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terahir) atau wltimum
remidium yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk
mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.'®

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang
tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (crime)
yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau
dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat

melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Tindak pidana yang terkait

N ' P.AF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990,

7 Moeljanto Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2000, him. 56.
'® Wirawan. B. Ilyas dan Richard Burton, Op.Cit, him. 100-101.
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didalam penulisan skripsi ini adalah tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana
tersebut diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP sampai 377 KUHP dengan
ketentuan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau
denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.

Selain diatur dalam Pasal 372 KUHP sampai 377 KUHP, tindak pidana
penggelapan juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana dalam Pasal tersebut
terdapat ketentuan sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat
6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal penulisan ini, penggelapan yang dimaksudkan adalah penggelapan
pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, penggelapan tersebut berkaitan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan. Sebagai sebuah pungutan kepada wajib pajak,
pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum dan aturan yang mengaturnya.

Pungutan pajak yang dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengurangi
kemampuan ekonomis dan daya beli masyarakat tidak dapat dilakukan secara
serampangan dan sembarangan. Dalam hal pemungutan pajak tersebut Undang-
Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen) menentukan pada Pasal 23A yang

menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
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keperluan negara diatur dengan undang-undang”.'9Selain itu, hukum pidana yang
merupakan bagian dari hukum publik merupakan hubungan hukum yang terjadi
antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana.
Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) banyak dipergunakan dalam peraturan undang-undang pajak.zo

Pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang
dengan jelas sekali menyebutkan adanya sanksi pidana (berupa kealpaan dan
kesengajaan) terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dibidang perpajakan.
Bahkan ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada
ketentuan hukum pidana, misalnya terhadap Wajib Pajak yang tidak menyetorkan
pajak sebagaimana mestinya atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah

disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam Pasal 231 KUH Pidana.?'

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji
hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan,

struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal

Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit, him. 70.

20 . .
u )Jl\,/;‘?wan B. llyas. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 14.
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demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa
hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya.
Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau

. . . g 22
penelitian hukum teoritis (dogmatic or theoretical law research)”".

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditanga.ni.23
Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana
pertanggungjawaban pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana

penggelapan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga)

dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum

Perpajakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenisnya yang bersifat normatif, maka penelitian ini

menggunakan sumber bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan

tersier.

2 ;
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Huk . . .
2004, him. 101, itian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta,2007, hlm. 96.



16

Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri

dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.24

Terdiri dari :

1.

2:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 sampai 377

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

pembahasan penelitian ini.

% H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him.106.
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Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, dan seterusnyazs .

Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang
bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara
langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan
yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku (text book), artikel, dan

hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas seluruh bahan bacaan,
buku-buku literatur, kamus hukum, artikel, media cetak ataupun media

elektronik.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

telaah pustaka (library research) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan

25 . . .
Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2006, him. 13.
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dengan berbagai sumber bacaan atau tulisaan seperti: buku, majalah, internet,
pendapat para sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan dengan pokok
bahasan serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sebagai penguat analisis

dilakukan wawancara kepada praktisi perpajakan dan pengadilan.

8, Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif.
Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku
nyata’®, dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Pajak.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan
yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir
pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus®’. Hasil penelitian ini merupakan
proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk

memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

i Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, him. 32.

27
Bambang Sunggono, Mefodologi Penelitian Hukum, P i
2007, him.10. g n Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
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H. Sitematika Penulisan

Dalam hal mempermudah penulisan atau penyajiannya, dijabarkan materi atau

isi dari skripsi ini menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BABIII :

BAB IV

: Bab ini memuat tentang “PENDAHULUAN”, yang terdiri atas latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian serta sistematika penulisan.

: Bab ini memuat tentang “TINJAUAN PUSTAKA?”, yaitu penjelasan

keseluruhan mengenai tindak pidana penggelapan pajak, baik itu
pengertian pajak, tindak pidana penggelapan pajak, maupun hal-hal yang
berkaitan dengan pajak. Dimana keseluruhan diperoleh dari sumber atau
data dari buku, jurnal, internet, ataupun sumber-sumber lain yang dapat
mendukung penulisan Bab II dalam skripsi ini.

Bab ini memuat tentang “PEMBAHASAN?”, yaitu bab yang membahas
tentang bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap
wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Atau
dengan kata lain, Bab ini merupakan bab yang merupakan jawaban dari

permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

: Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam skripsi ini. Atau dengan kata

lain, bahwa bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan

kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam

skripsi ini.
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